








daam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan
mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Pasal 6

Semua hak atas tanah mempunyai fungs sosial.
Pasal 7

Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang
melampaui batas tidak diperkenankan.

Pasal 8

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasa 2 diatur
pengambilan kekayaan aam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa.

Pasal 9

@ Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan
bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2.

2 Tiap-tigp warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan
yang samaunttk” memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari
hasiInya, baik begl diri |r| maupun keluarganya.

,Pasal 10 ]
(1)  Setiap orang d 1ﬂ hukuéw yang nlgn%ﬁqyal%.gu hi E penanlan pada

azasnya dlwajlbkan mengerjakan ataul mengu&ah annya sendiri, secara aktif, dengan
mencegah cara-cara pemerasan.

2 Pelaksanaan dari pada ketentuan dalam ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan
peraturan perundangan.

(3) Pengecualian terhadap azas tersebut pada ayat ( 1 ) pasal ini diatur dalam peraturan
perundangan.

Pasal 11

@ Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang
angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan
diatur, agar tercapai tujuan yang disebut dalam pasal 2 ayat (3) dan dicegah penguasaan
atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas.

2 Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan leperluan hukum golongan rakyat dimana
perlu dan tidek bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan
menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah.

Pasal 12
@ Segala usaha bersama.dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama

dalam rangka kepentingan nasiona, dalam bentuk koperas atau bentuk-bentuk gotong-
royong lainnya
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Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha bersama dalam
lapangan agraria.

Pasal 13

Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian
rupa, sehingga meninggikan produks dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud
daam pasd 2 ayat (3) serta menjamin bagi setigp warga-negara Indonesia dergjat hidup
yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisas-
organisas dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.

Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat
diselenggarakan dengan Undang-undang.

Pemerintah berusaha untuk memgjukan kepastian dan jaminan sosid, termasuk bidang
perburuhan, dalam usaha-usaha dilapangan agraria

Pasal 14

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan (3) , pasa 9 ayat (2)
serta pasd 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat
suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan
ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya

a untuk-keperluaniNegara,

b. untuk keperluan berl badatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar
Ketuhaiflan Yang Maha Esa;

C. untuk an puwbpusqt kehidupan arzj<a¢,- sl kq%udayaan dan lain-
lank ah o | M N

d. untuk uan mempém(ema‘an ﬁEmﬂ; peternakan dan
perikanan sertasejalan dengan itu;

e untuk keperluan memperkembangkan industri, transrnlgras dan pertambangan.

Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini dan mengingat peraturan-
peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Dagrah mengatur persediaan, peruntukan dan
penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan
daerah masing-masing.

Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasd ini berlaku setelah
mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat | dari Presiden, Daerah Tingkat |1 dari,
Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah  Tingkat 1l dari
Bupati/WalikotalK epala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 15

Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya

adalah kewajiban tigp-tigp orang, badan hukum atau instans yang mempunya hubungan hukum
dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.
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Bagian V
Hak guna-bangunan.
Pasal 35

Hak guna-bangunan adadah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunartbangunan
atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.

Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan
bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan
waktu paing lama 20 tahun.

Hak guna-bangunan dapat beralih dan diaihkan kepada pihak lain.

Pasal 36
Y ang dapat mempunyai hak guna-bangunan ialah
a warga-negara Indonesia;
b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di
Indonesia

Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna-bangunan dan tidak lagi memenuhi
syarat-syarat yang tersebut dalam ayat (1) pasa ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib
melepaskan atau mengdihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat.
Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna-bangunan, jikaia
tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika hak guna-bangunan yang bersangkutan tidak
dilepaskan atau didihkan daam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena
hukum, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lan akan diindahkan, menurut
ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

Hak guna-bangunan terjadi:

mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara; karena penetapan Pemerintah;
mengenai tanah milik; karena perjanjian yang berbentuk otentik antara pemilik tanah
yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan itu, yang
bermaksud menimbulkan hak tersebut.

Pasal 38

Hak guna-bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap
peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang
dimaksud dalam pasa 19.

Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan aat pembuktian yang kuat mengenai
hapusnya hak guna-bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak
itu hapus karena jangka waktunya berakhir.

Pasal 39

Hak guna-bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.
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Pasal 40

Hak guna-bangunan hapus karena:

jangka waktunya berakhir;

dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi;
dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;

dicabut untuk kepentingan umum;

diterlantarkan;

tanahnya musnah;

ketentuan dalam pasal 36 ayat (2).

Bagian VI
Hak pakai,

Pasal 41

Hak paka adaah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang
dikuasa langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan
kewsgjiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang
memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian
sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan
dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Hak pakaigelapat diberi k?ﬁ;\k
a = jangka wektu yang tenﬁntu atau selama tanahnya dipergunakan untuk
keperluan yang teftentu;

-CUMa, -deng
tck ﬁﬁd
™ "L '. 1.

ayaran ianj upa apapun.
i arat?arfq/ gandung  unsur-unsur

Pasal 42 '

Y ang dapat mempunya hak pakai idah

warga-negara Indonesia;

orang asing yang berkedudukan di Indonesig;

badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia

Pasal 43

Sepanjang mengenal tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka hak paka hanya
dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang.

Hak paka atas tanah-milik hanya dapat didihkan kepada pihak lain, jika hd itu
dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.
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Bagian VII
Hak sawa untuk bangunan.

Pasal 44

Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak
mempergunakan tanahrmilik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar
kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.

Pembayaran uang sewa dapat dilakukan

a satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu;

b. sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan.

Perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal ini tidek boleh disertai syarat-
syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

Pasal 45

Y ang dapat menjadi pemegang hak sewaialah:

warga-negara Indonesia;

orang asing yang berkedudukan di Indonesia;

badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

‘g Bagian V111
membuka tanah daﬂ memungut hasil hutan.

Hak membuka 1&1 meim ?‘l\ liapil pl/ lleh warga-negara

Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemen ntahy ¢
Dengan mempergunakan hak memungut“hasi| hutan secara sah t|dak dengan sendirinya
diperoleh hak milik atas tanah itu.

Bagian I X
Hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan.

Pasal 47

Hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan/atau mengalirkan air
itu diatas tanah orang lain.

Hak guna-air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Bagian X
Hak guna ruang angkasa.

Pasal 48

Hak guna ruang angkasa memberi wewenang untuk mempergunakan tenaga dan unsur-
unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan
kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan hal-hd lain
yang bersangkutan dengan itu.
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2 Hak guna ruang angkasa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian XI
Hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial.

Pasal 49

Q Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha
dalam bidang keagamaan dan sosid, diakui dan dilindungi. Badanbadan tersebut dijamin
pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya daam bidang
keagamaan dan sosial.

2 Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal
14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.

3 Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian XI|
K etentuan-ketentuan lain.

Pasal 50

@ K etentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan Undang-undang.
2 Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak
paka danghaksewa untui‘(r-bangunan diatur dengan peraturan perundangan.

# . 5%
Hak tanggung _y dapat '#lb i hﬂ LE& lﬁa dan hak guna-

bangunan tersebut dalam pasal 25, 33 dan 39 dlatur dengan Undang—undang

BAB |11
KETENTUAN PIDANA.

Pasal 52

@ Barangsigpa dengan sengga melanggar ketentuan dalam pasa 15 dipidana dengan
hukuman kurungan sdama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.
10.000,-

2 Peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan yang dimaksud dalam pasal 19, 22, 24,
26, ayat (1), 46, 47, 48, 49, ayat (3) dan 50 ayat (2) dapat memberikan ancaman pidana
atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan
dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-.

3 Tindak pidana dalam ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IV
KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 53

Q) Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h,
idah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian
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diatur untuk membatas sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan
hak-hak tersebut diusahakan hapusnya didalam waktu yang singkat.

2 Ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) dan (3) berlaku terhadap peraturan-peraturan yang
dimaksud dalam ayat (1) pasd ini.

Pasal 54

Berhubung dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 21 dan 26, maka jika seseorang yang
disamping kewarganegaraan Indonenesianya mempunyai kewarga-negaraan Republik Rakyat
Tiongkok, telah menyatakan menolak kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok itu yang
disahkan menurut peraturan perundangan yang bersangkutan, ia dianggap hanya berkewarga-
negaraan Indonesia saja menurut pasal 21 ayat (1).

Pasal 55

(@) Hak-hak asing yang menurut ketentuan konvers pasd |, 11, 111, 1V dan V dijadikan hak
usaha-usaha dan hak guna-bangunan hanya berlaku untuk sementara selama sisa waktu
hak-hak tersebut, dengan jangka waktu paling lama 20 tahun.

2 Hak guna-usaha dan hak guna-bangunan hanya terbuka kemungkinannya untuk diberikan
kepada badan-badan hukum yang untuk sebagian atau seluruhnya bermodal asing, jika
hal itu diperlukan olen Undang-undang yang mengatur pembangunan nasional semesta
berencana.

s =
& )

Pasal 56

Selama Undan g mengenaighak I|J< 50 ayat (1)
belum terbentuk, mak berlaku adgah an u at setempat dan
peraturan-peraturan lai engenal Jhak-nak ewbnang sebagaimana

atau mirip dengan yang di maksud dalam pasa 20, sepanjang tldak bertentmgan dengan jiwa dan
ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 57

Selama Undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut daam pasa 51 belum
terbentuk, maka yang berlaku idah ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek tersebut dalam
Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dan Credietverband tersebut dalam Staatsblad
.1908 No. 542 sebagai yang telah diubah dengan Staatsblad 1937 No. 190.

Pasal 58

Selama peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-undang ini belum terbentuk, maka
peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi dan air serta
kekayaan dam yang terkandung didalamnya dan hak-hak atas tanah, yang ada pada mula
berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari
ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini serta diberi tafsiran yang sesuai dengan itu.
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KEDUA
KETENTUAN-KETENTUAN KONVERS!.

Pasal |

Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini sgjak saat
tersebut menjadi hak milik, kecudi jika yang mempunyainya tidek memenuhi syarat
sebagal yang tersebut dalam pasal 21.

Hak eigendom kepunyaan Pemerintah Negara Asing, yang dipergunakan untuk keperluan
rumah kediaman Kepala Perwakilan dan gedung kedutaan, sgak mulai berlakunya
Undang-undang ini menjadi hak paka tersebut dalam pasa 41 ayat (1), yang akan
berlangsung selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tersebut diatas.

Hak eigendom kepunyaan orang asing, seorang warga-negara yang disamping kewarga-
negaraan Indonesianya mempunyai kewarga-negaraan asing dan badan-badan hukum,
yang tidak ditunjuk olen Pemerintah sebagai dimaksud dalam pasal 21 yat (2) sgak
mula berlakunya Undang-undang ini menjadi hak guna-bangunan tersebut dalam pasa
35 ayat (1), dengan jangka waktu 20 tahun.

Jika hak eilgendom tersebut dalam ayat (1) pasa ini dengan hak opstal atau hak erfpacht,
maka hak opstal dan hak erfpacht itu sgjak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi
hak guna bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1, yang membebani hak milik yang
bersangkutan selama sisa waktu hak opstal atau hak erfpacht tersebut diatas, tetapi
selama-lamanya 20 tahun.

Jika hakgeigendom tersebut dalam ayat (3) pasd ini dibebani dengan hak opstd atau hak
erfpahct, maka.hubungan antara yang mempunyai hak eigendom tersebut dan pemegang
hak-hak opstal atau hak erfpacht selanjutnya dlselesakan menurut pedoman yang
ditetapkan oleh'Menteri Agrasia.

Hak-hak hypo |tuu vruchtquorwk dm Ia a‘@ membebani hak
eigendom tet | hek milik den“hiek ggna— sébut dalam ayat (1)
dan (3) pasa ini, sedang hak-hak tersebut menjadi; suatu hak prenurut Undang-undang
ini.

Pasal 11

Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang
dimaksud dalam pasa 20 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah,
yang ada pada mula berlakunya. Undang-undang ini, yaitu : hak agrarisch eigendom,
milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grand Sultan,
landerinjbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-
hak lan dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri
Agraria, sgjak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam
pasa 20 ayat (1), kecudi jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang
tersebut dalam pasal 21.

Hak-hak tersebut dalam ayat (1) kepunyaan orang asing, warga-negara yang disamping
kewarga-negaraan Indonesianya mempunyai kewarga-negaraan asing dan badan hukum
yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai yang dimaksud dalam pasa 21 ayat (2)
menjadi hak guna-usaha atau hak guna-bangunan sesuai dengan peruntukan tanahnya,
sebagal yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.
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Pasal 111

Q) Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar, yang ada pada mulai berlakunya Undang-
undang ini, sgjak saat tersebut menjadi hak guna-usaha tersebut dalam pasal 28 ayat (1)
yang akan berlangsung selama sisa waktu hak erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanya
20 tahun.

2 Hak erfpacht untuk pertanian kecil yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini,
sgjak saat tersebut hapus, dan selanjutnya disel esaikan menurut ketentuan-ketentuan yang
diadakan oleh Menteri Agraria.

Pasal 1V

Q) Pemegang concessie dan sewa untuk perusahaan kebun besar dalam jangka waktu satu
tahun sgak mula berlakunya Undang-undang ini harus menggukan permintaan kepada
Menteri Agraria agar haknya diubah menjadi hak guna-usaha.

2 Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau permintaan itu tidak digjukan, maka concessie
dan sewa yang bersangkutan berlangsung terus selama sisa waktunya. tetapi paling lama
lima tahun dan sesudah itu berakhir dengan sendirinya.

3 Jika pemegang concessie atau sewa mengajukan permintaan termaksud dalam ayat (1)
pasa ini tetapi tidak bersedia menerima syarat-syarat yang ditentukan oleh Menteri
Agraria, ataupun permintaannya itu ditolak oleh Menteri Agraria, maka concessie atau
sawa itu berlangsung terus selama sisa waktunya, tetapi paling lama lima tahun dan
sesudahiitusberakhir dengm sendirinya.

PasaJV

Hak opstal dan ETpacht untuk perurqahan y bélakunya Undang-
undang ini, sgak saatt menjadi hak .gunq~ unanlter pa@l 35 ayat (1) yang
berlangsung selama ssa waktu hak opstal dan hak erfpacht tersebut tetapi-selama-lamanya 20
tahun.

Pasal VI

Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang
dimaksud dalam pasa 41 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah, yang ada
pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu : hak vruchtgebruik, gebruik, grant controleur,
bruikleen, ganggam bauntuik, anggaduh, bengkok, lungguh, pituwas, dan hak-hak lain dengan
nama apapun juga, yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sgak mula
berlakunya Undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayat (1) yang memberi
wewenang dan kewgjiban sebagaimana yang dipunyai olen pemegang haknya pada mula
berlakunya Undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan+
ketentuan Undang-undang ini.

Pasal VII

@ Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap yang ada pada mulai berlakunya
Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut pada pasal 20 ayat (1).

()] Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang tidak bersifat tetap menjadi hak pakal tersebut
pada pasal 41 ayat (1) yang memberi wewenang dan kewajiban sebagal yang dipunya
oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya Undang-undang ini.
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3 Jika ada keragu-raguan apakah sesuatu hak gogolan, pekulen atau sanggan bersifat tetap
atau tidak tetap, maka Menteri Agrarialah yang memutuskan.

Pasal VIII

(@) Terhadap hak guna-bangunan tersebut pada pasal | ayat (3)dan (4), pasal 1l ayat (2) dan vV
berlaku ketentuan dalam pasal 36 ayat (2).

2 Terhadap hak guna-usaha tersebut pada pasal |1 ayat (2), pasal |11 ayat (1) dan (2) pasal
IV ayat (1) berlaku ketentuan dalam pasal 30 ayat (2).

Pasal |1 X

Hal-ha yang perlu untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal
diatas diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

KETIGA
Perubahan susunan pemerintahan desa untuk menyelenggarakan perombakan hukum
agraria menurut Undang-undang ini akan diatur tersendiri.

KEEMPAT
A. Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas Swapraja
yang mash ada pada. waktu mula berlakunya Undang-undang ini hapus dan berdih
kepaday
B. Hal-hal yang. sangk dengan ketentuan dalam huruf A diatas diatur lebih lanjut
dengan Peratur

N S WIR W WM A8 re—

tanggd di undangkan
Agar supaya setiap orang dapat mengetahw nya, memenntahken pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tangga 24 September 1960.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.
Diundangkan
pada tangga 24 September 1960.
Sekretaris Negara,

TAMZIL.
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MEMORI PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (Il angka 1). Daam Undang-Undang Pokok
Agraria diadakan perbedaan antara pengertian ..bumi" dan ‘tanah", sebaga yang dirumuskan
dalam pasal 1 ayat 3 dan pasa 4 ayat 1. Y ang dimaksud dengan "tanah" ialah permukaan bumi.
Perluasan pengertian "bumi" dan "air" dengan ruang angkasa adalah bersangkutan
dengan kemagjuan tehnik dewasa ini dan ke- mungkinan-kemungkinannya dalam waktu-waktu
yang akan datang.

Pasal 2

Sudah diuraikan dalam Penjelasan Umum (11 angka 2).

Ketentuan dalam ayat 4 adalah bersangkutan dengan azas ekonomi dan medebewind
daam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Soa agraria menurut sifatnya dan pada azasnya
merupakan tugas Pemerintah Pusat (pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar). Dengan demikian
maka pelimpahan wewenang untuk melaksanakan hak penguasaan dari Negara atas tanah itu
adalah merupakan medebewind. Segala sesuatunya akan diselenggarakan menurut keperluannya
dan sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. Wewenang dalam
bidang agraria dapat merupakan ?:mber keuangan bagi daerah itu.

Pasal 3

Y ang dimaksu hak-ul ayaty dan pak—hak g seru qg{el yang didalam
perpustakaan hukum e;x?m bachlk_klng eeht”. anJ nya nh asan Umum (I
angka 3). |} {ﬁﬁ
Pasal 4
Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (11 angka 1).

Pasal 5

Penegasan, bahwa hukum adat dijadikan dasar dari hukum agraria yang baru. Selanjutnya
lihat Penjelasan Umum (111 angka 1).

Pasal 6
Tidak hanya hak milik tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungs sosid. Hdl ini telah
diuraikan dalam Penjelasan Umum (11 angka 4).

Pasal 7
Azas yang menegaskan dilarangnya "groot-grondbezit" sebagai yang telah diuraikan
dalam Penjelasan Umum (Il angka 7). Soa pembatasan itu diatur lebih lanjut dalam pasa 17.
Terhadap azas ini tidak ada pengecualiannya.

Pasal 8
Karena menurut ketentuan dalam pasal 4 ayat 2 hak-hak atas tanah itu hanya memberi
hak atas permukaan bumi sgja, maka wewenang-wewenang yang bersumber daripadanya tidaklah
mengenal kekayaan-kekayaan aam yang terkandung didalam tubuh bumi, air dan ruang angkasa
Oleh karena itu maka pengambilan kekayaan yang dimaksudkan itu memerlukan pengaturan

www.hukumonline.com 18



tersendiri. Ketentuan ini merupakan pangka bagi perundang-undangan pertambangan dan lain-
lainnya.

Pasal 9
Ayat 1 telah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (11 angka 5).
Ketentuan dalam ayat 2 adalah akibat daripada ketentuan dalam pasal 1 ayat 1 dan 2.

Pasal 10
Sudah dijelaskan didalam Penjelasan Umum (Il angka 7). Kata- kata "pada azasnya'
menunjuk pada kemungkinan diadakannya pengecuaian-pengecudian sebagai yang disebutkan
sebagai misal didadam Penjelasan Umum itu. Tetapi pengecualian-pengecualian itu perlu diatur
didadam peraturan perundangan (Bandingkan penjelasan pasa Penggunaan tanah milik oleh
bukan pemiliknya masih dimungkinkan oleh pasal 24, tetapi dibatas dan akan diatur.

Pasal 11

Pasd ini memuat prinsip perlindungan kepada golongan yang ekonomis lemah terhadap

yang kuat. Golongan yang ekonomis lemah itu bisa warganegara adi keturunan asing. Demikian
pula sebaliknya. Lihat Penjelasan Umum (111 angka 2).

Pasal 12
Ketentuan dalam ayat 1 bersangkutan dengan ketentuan- ketentuan dalam pasal 11 ayat 1.
Bentuk usaha bersama yang sesuai dengan ketentuan ini adalah bentuk koperas dan bentuk-
bentuk gotong-reyengrtannya. Ketentuan dalam ayat 2 memberi kemungkinan diadakannya suatu
"usaha bersama’ antara. Negarahan Swasta dalam bidang agraria. Y ang dimaksud dengan "fihak
lan" itu idah pemeri nt daerah pengusaha swasta yang bermodal nasional atau swasta dengan

"domestic capitd" yangE
-I..'l.""'
! & 1)

Ayat 1, 2'dan 3

Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka6)

Ketentuan daam ayat 4 adadah pelaksanaan daripada azas keadilan sosid yang
berperikemanusiaan dalam bidang agraria.

Pasal 14

Pasal ini mengatur soa perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air
dan ruang angkasa sebagal yang telah dikemukakan dalam penjelasan umum (Il angka 8).
Mengingat akan corak perekonomian Negara dikemudian hari dimana industri dan pertambangan
akan mempunya peranan yang penting, maka disamping perencanaan untuk pertanian perlu
diperhatikan, pula keperluan untuk industri dan pertambangan (ayat 1 huruf d dan e).
Perencanaan itu tidak sgja bermaksud menyediakan tanah untuk pertanian, peternakan, perikanan,
industri dan pertambangan, tetapi juga ditujukan untuk memaukannya. Pengesahan peraturan
Pemerintah Daerah harus dilakukan dalam rangka rencana umum yang dibuat oleh Pemerintah
Pusat dan sesuai dengan kebijaksanaan Pusat.

Pasal 15
Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum ((II angka 4). Tanah wajib dipdihara dengan
balk, yaitu dipdihara menurut caracara yang lazim dikerjakan didaerah yang bersangkutan,
sesual dengan petunjuk-petunjuk dari Jawatan-Jawatan yang bersangkutan.
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Pasal 16

Pasal ini adalah pelaksanaan dari pada ketentuan dalam pasal 4. Sesual dengan azas yang
diletakkan dalam pasal 5, bahwa hukum pertanahan yang Nasiona didasarkan atas hukum adat,
maka penentuan hak-hak atas tanah dan air dalam pasal ini didasarkan pula atas sistematik dari
hukum adat. Dalam pada itu hak guna- usaha dan hak-guna-bangunan diadakan untuk memenuhi
keperluan masyarakat modern dewasa ini. Perlu kiranya ditegaskan, bahwa hak-guna usaha bukan
hak erfpacht dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak guna-bangunan bukan hak opstal.
Lembaga erfpacht dan opstal ditiadakan dengan dicabutnya ketentuan-ketentuan dalam Buku ke
Il Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dadam pada itu hak-hak adat yang sifatnya bertentangan dengan ketentuarn+ketentuan
Undang-Undang ini (pasal 7 dan 10), tetapi berhubung dengan keadaan masyarakat sekarang ini
belum dapat dihapuskan diberi sifat sementara dan akan diatur (ayat 1 huruf h yo pasal 53).

Pasal 17

Ketentuan pasal ini merupakan pelaksanaan dari apa yang di- tentukan dalam pasal 7.
Penetapan,batas luas maksmum akan dilakukan didalam waktu yang singkat dengan peraturan
perundangan. Tanah+tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum itu tidak akan disita,
tetapi akan diambil oleh Pemerintah dengan ganti-kerugian. Tanah-tanah tersebut selanjutnya
akan dibagi-bagikan kepada rakyat yang membutuhkannya. Ganti kerugian kepada bekas pemilik
tersebut diatas pada azasnya harus dibayar oleh mereka yang memperoleh bagian tanah itu. Tetapi
oleh karena mereka itu umumnya tidak mampu untuk membayar harga tanahnya didalam waktu
yang singkat, maka oleh Pemerintah akan disediakan kredit dan usaha-usaha lain supaya pra
bekas pemilik tidakstertalti lama menunggu uang ganti-kerugian yang dimaksudkan itu.

Ditetapkannya.batas minimum tidaklahgberarti bahwa orang- orang yang mempunyai,
tanah kurang dari itu @kan dipaksa untuk melgpaskan tanahnya. Penetapan batas minimum itu
pertama-tama dimaksudkany, untuk -meneegah | pemecahxbel ahan -(iversplintering”) tanah lebih
lanjut. Disamping itu dﬁdekan ussha-usahamisal nya 'trans”nlgﬁb embukaan tanah besar-
besaran diluar Jawa dan industrialisasi, Spaya bé'qu mlpmﬁlm ‘seht dapat dicapai secara
berangsur-angsur: Yang di maksud dengan "keluarga idah suami; isteri serta-anak-anaknya yang
belum kawin dan menjadi tanggungannya dan yang jumlahnya berklsar sekitar '7'orang. Baik laki-
laki maupun wanita dapat menjad kepala keluarga

Pasal 18
Pasd ini merupakan jaminan bagi rakyat mengenai hak-haknya atas tanah. Pencabutan
hak dimungkinkan, tetapi diikat dengan syarat-syarat, misalnya harus disertai pemberian ganti-
kerugian yang layak.

Pasal 19
Pendaftaran tanah ini akan diselenggarakan dengan cara yang sederhana dan mudah
dimengerti serta dijalankan oleh rakyat yang bersangkutan (Lihat Penjelasan Umum V).

Pasal 20

Dalam pasal ini disebutkan sifat-sfat daripada hak milik yang membedakannya dengan
hak-hek lannya Hak milik adalah hk yang "terkuat dan terpenuh” yang dapat dipunyai orang atas
tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas
dan tidak dapat diganggu-gugat" sebagai hak eigendom menurut pengertiannya yang adi dulu.
Sifat yang demikian akan terang bertentangan dengan sifat hukum-adat dan fungs sosia dari
tiap-tiap hak. Kata-kata "terkuat dan terpenuh” itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak
guna-usha, hak guna-bangunan, hak paka dan lain-lannya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa
diantara hak- hak atas tanah yang dapat dipunya orang hak miliklah yang "ter" (artinya : paing)-
kuat dan terpenuh.
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Pasal 21

Ayat 1 dan 2 sudah diuraikan dalam Penjelasan Umum (11 angka 5).

Dalam ayat 3 hanya disebut 2 cara memperoleh hak milik karena lain-lain cara dilarang
oleh pasa 26 ayat 2. Adapun cara= cara yang diserbut dalam ayat ini adalah cara-cara
memperoleh hak tanpa melakukan suatu tindakan positip yang sengaja ditujukan pada terjadinya
perdihan hak itu.

Sudah selayaknyalah kiranya bahwa selama orang-orang warganegara
membiarkan diri disamping kewarganegaraan |ndonesianya mempunyai kewarganegaraan Negara
lain, dalam hal pemilikan tanah ia dibedakan dri warganegara Indonesia lainnya.

Pasal 22
Sebagal misal dari cara terjadinya hak milik menurut hukum adat iaah pembukaan tanah.
Cara-cara itu akan diatur supaya tidak terjadi hal-ha yang merugikan kepentingan umum dan
Negara.

Pasal 23
Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (angka I V).

Pasal 24
Sebagai pengecudlian dari azas yang dimuat dalam pasal 10. Bentuk-bentuk hubungan
antara pemilik dan pmggarao/pernd(al itu ialah misalnya : sewa, bagi-hasil, paka atau hak guna-
bangunan. =

i ! Pasal 25
Tanah milik yang-eiibebani hek tanggungen-ini- tetep dltang ittkinya. Pemilik tanah
yang memerlukan uang ap pula (untuk sem mengged ikan yaimenurut ketentuan-
ketentuan dalam pasal 5 am halini r‘rh’aka t@nzitipya mrall pad abg gadai.
Pasal 26

Ketentuan dalam ayat 1 sudah dijelaskan dalam Penjeasan Umum (II angka 6) dengan
tuyuan untuk melindungi fihak yang ekonomis lemah. Ddam Undang-Undang Pokok ini
perbedaannya tidak lagi diadakan antara warganegara adi dan tidak adi, tetapi antara yang
ekonomis kuat dan lemah. Fihak yang kuat itu bisa warganegara yang adi maupun tidak adli.
Sedang apa yang disebut dalam ayat 2 adalah akibat daripada ketentuan dalam pasa 21 mengenai
Siapayang tidak dapat memiliki tanah.

Pasal 27
Tanah diterlantarkan kalau dengan senggja tidak dipergunakan
sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya.

Pasal 28

Hak ini adalah hak yang khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri
guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan. Bedanya dengan hak pakai iaah bahwa
hak guna usaha ini hanya dapat diberikan untuk keperluan diatas itu dan atas tanah yang luasnya
paling sedikit 5 hektar. Berlainan dengan hak pakai maka hak guna-usaha dapat beraih dan
dialihkan kepada fihak lain dan dapat dibebani dengan hak tanggunan. Hak guna-usaha pun tidak
dapat diberikan kepada orang-orang asing, sedang kepada badan-badan hukum yang bermodal
asing hanya mungkin dengan pembatasan yang disebutkan dalam pasal 55.

Untuk mendorong supaya pemakaian dan pengusahaan tanahnya dilakukan secara yang
tidak baik, karena didalam hal yang demikian hak guna-usahanya dapat dicabut (pasal 34).
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Pasal 29
Menurut sifat dan tujuannya hak guna-usaha adalah hak yang waktu berlakunya terbatas.
Jangka waktu 25 atau 35 tahun dengan kemungkinan memperpanjang dengan 25 tahun dipandang
sudah cukup lama untuk keperluan pengusahaan tanamarnrtanaman yang berumur panjang.
Penetapan jangka-waktu 35 tahun misalnya mengingat pada tanaman kel apasawit.

Pasal 30
Hak guna-usaha tidak dapat dipunyai oleh orang asing. Badan hukum yang dapat
mempunyai hak itu, hanyalah badan-badan hukum yang bermodal nasiona yang progressip, baik
adi maupun tidak adi. Bagi badanrbadan hukum yang bermodd asing hak guna-usaha hanya
dibuka kemungkinannya untuk diberikan jika ha itu diperlukan oleh Undang-undang yang
mengatur pembangunan nasional semesta berencana (pasal 55).

Pasal 31
Tidak memerlukan penjelasan.
Mengena ketentuan dalam pasal 32 sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (angka
V).

Pasal 32
Tidak memerlukan penjelasan.
Mengena ketentuan dalam pasal 32 sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (angka
V).

Pa%l 33

. "'7."
Mengena ket: az T duelTanEal T Umum (angka
V). GET

Tidak memerlukan penjelasan.
Mengenai ketentuan dalam pasal 32 sudah duelaskan daam Penjelasan Umum (angka
V).

Pasal 35
Berlainan dengan hak guna-usaha maka hak guna-bangunan tidak mengena tanah
pertanian. Oleh karena itu sdain atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dapat pula
diberikan atas tanah milik seseorang.

Pasal 36
Penjelasannya sama dengan pasa 30.

Pasal 37
Tidak memerlukan penjelasan. Mengenai agpa yang ditentukan dalam pasa 38 sudah
dijelaskan didalam Penjelasan Umum (angka V).

Pasal 38
Tidak memerlukan penjelasan. Mengenal apa yang ditentukan daam pasa 38 sudah
dijelaskan didalam Penjelasan Umum (angkalV).
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Pasal 39
Tidak memerlukan penjelasan. Mengenai apa yang ditentukan dalam pasd 38 sudah
dijelaskan didalam Penjelasan Umum (angkalV).

Pasal 40
Tidak memerlukan penjelasan. Mengenai apa yang ditentukan dalam pasal 38 sudah
dijelaskan didalam Penjelasan Umum (angka V).

Pasal 41

Hak pakai adaah suatu "kumpulan pengertian” dari pada hak-hak yang dikena daam
hukum pertanahan dengan berbagai nama, yang semuanya dengan sedikit perbedaan berhubung
dengan keadaan daerah sedaerah, pada pokoknya memberi wewenang kepada yang mempunyai
sebagai yang disebutkan dalam pasa ini. Dalam rangka usaha penyederhanaan sebagal yang
dikemukakan dalam Penjelasan Umum, maka hak-hak tersebut dalam hukum agraria yang baru
disebut dengan satu nama sgja

Untuk gedung-gedung kedutaan Negara-negara Asing dapat diberikan pula hak pakal,
oleh karena hak ini dapat berlaku selama tanahnya dipergunakan untuk itu. Orang-orang dan
badan- badan hukum asing dapat diberi hak-pakai, karena hak ini hanya memberi wewenang yang
terbatas.

Pasal 42

Hak pakai adalah suatu "kumpulan pengertian” dari pada hak-hak yang dikenal dalam
hukum pertanahansdengan berbagai nama, yang semuanya dengan sedikit perbedaan berhubung
dengan keadaan daerah sedaerah; pada pokoknya memberi wewenang kepada yang mempunyai
sebagal yang dmbutk dalam pasa ini. Dalam rangka usaha penyederhanaan sebagai yang
dikemukakan dalam jetasan Umum, maka hak hak ter,sebut ddﬁ?} urq agraria yang baru
disebut dengan satu n

Untuk gedung-g kedutaan Negarqrn@era A,sm ao:ﬂ. di |kén pula hak pakal,
oleh karena hak 'ini dapat berlaku sdlama tanahnya d|pergunakan untuks itu.-Orang-orang dan
badan- badan hukum asing dapat diberi hak-pakai;-karena hak ini-hanya'memberi' wewenang yang
terbatas.

Pasal 43
Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 44
Oleh karena hak sewa merupakan hak pakai yang mempunyai sifat-sifat khusus maka
disebut tersendiri. Hak sewa hanya disediakan untuk bangunan-bangunan berhubung dengan
ketentuan pasal 10 ayat 1. Hak sewa tanah pertanian hanya mempunyai sifat sementara (pasal 16
yo 53). Negara tidak dapat menyewakan tanah, karena Negara bukan pemilik tanah.

Pasal 45
Oleh karena hak sewa merupakan hak paka yang mempunyai sifat-sifat khusus maka
disebut tersendiri. Hak sewa hanya disediakan untuk bangunantbangunan berhubung dengan
ketentuan pasal 10 ayat 1. Hak sewa tanah pertanian hanya mempunyai sifat sementara (pasal 16
yo 53). Negaratidak dapat menyewakan tanah, karena Negara bukan pemilik tanah.

Pasal 46
Hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan adalah hak-hak daam hukum adat
yang menyangkut tanah. Hak-hak ini perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah demi kepentingan
umum yang lebih luas daripada kepentingan orang atau masyarakat hukum yang bersangkutan.
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Pasal 47

Hak guna-air dan hak pemdiharaan dan penangkapan ikan adalah mengenai air yang
tidak berada diatas tanah miliknya sendiri. Jika mengenai air yang berada diatas tanah miliknya
sendiri maka hal-hd itu sudah termasuk dalam is daripada hak milik atas tanah.

Hak guna-air iaah hak akan memperoleh air dari sungai, saluran atau mata air yang
berada diluar tanah miliknya sendiri maka hal-hal itu sudah termasuk dalam is daripada hak
milik atas tanah.

Hak guna-air iaah hak akan memperoleh air dari sungai, sdluran atau mata air yang
berada diluar tanah miliknya, misanya untuk keperluan mengairi tanahnya, rumah tangga dan
lain sebagainya. Untuk itu maka sering kali air yang diperlukan itu perlu didirkan (didatangkan)
melaui tanah orang lain dan air yang tidak diperlukan seringkdi perlu didirkan pula (dibuang)
melaui tanah orang yang lain lagi. Orang-orang tersebut tidak boleh menghaang-hdangi pemilik
tanah itu untuk mendatangkan dan membuang air tadi melalui tanahnya masing-masing.

Pasal 48
Hak guna-ruang-angkesa diadakan mengingat kemguan tehnik dewasa ini dan
kemungkinankemungkinannya dikemudian hari.

Pasal 49
Untuk menghilangkan keragu-raguan dan kesangsian maka pasal ini memberi ketegasan,
bahwa soal-soa yang bersangkutan dengan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya
dalam hukum agraria yang baru akan mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Hubungan pula
dengan ketentuanydalam pasal 5 c-ean pasal 14 ayat 1 hurub b.

Pasal 50
Sebagal kon bahwa-dalam unplang— g iqi haqyar 'mug pokok-pokoknya
sgadari hukum agrar é | B N
q l’ . ALk i
Pasal 53

Sebagai konsekwend, bahwa dalam undang-undang ini hanya dlmuat pokok-pokoknya
sgjadari hukum agraria yang baru.

Pasal 52
Untuk menjamin pelaksanaan yang sebaik-baiknya daripada peraturan-peraturan serta
tindakan-tindakan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Pokok Agraria maka
diperlukan adanya sangs pidana sebagai yang ditentukan dalam pasal ini.

Pasal 53
Sudah dijelaskan dalam penjelasan pasa 16.

Pasal 54

Pasal ini diadakan berhubung dengan ketentuan dalam pasal 21 dan 26. Seseorang yang
telah menyatakan menolak kewarganegaraan R.R.C. tetapi pada tangga mulai berlakunya
undang-undang ini belum mendapat pengesahan akan terkena oleh ketentuan konvers pasal | ayat
3, pasd |l ayat 2 dan pasa VIII. Tetapi setelah pengesahan penolakan itu diperolehnya maka
baginya terbuka kemungkinan untuk memperoleh hak atas tanah sebagali seorang yang
berkewarganegaraan Indonesia tunggal. Hd itu berlaku juga bagi orang-orang yang disebutkan
didadam pasa 12 Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1959, yaitu sebelumnya diperoleh
pengesahan dari instans yang berwenang.
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